
J. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provins! Jawa Tengan: 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi Dan Nepotismc [Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambah.an 
L.ernbara.n Negara Rcpu blik Indonesia Nomor 3851 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republiklndonesia Nomor 4286); = "'=· == 

a bahwa dalam rangka mcwujudkan pelaksanaan 
pengawasan penyelenggaraan Pernerlntahan Daerah 
secara cfektif, efisien dan terpadu serta mencegah 
terjadinya pengawasan yang tidak tcrencana, guna 
mewujuclkan taia pemerintahan yang ba.ik, pcrlu 
clisusun kebijakan pcngawasan penyelenggaraan 
Pemcrintahan Daerah: 

b. bahwa uruuk melaksanakan kctentuan Peraturan 
Mcnteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2014 tentang 
Kebijakan Pembinaan clan Pengawasan DI Lingkungan 
Kernenterian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah 
Tahun 2015 maka perlu menetapkan Kebijakan 
Pemblnaan Dan Pcngawasan Di Lingkungan Pernerintah 
Daerah Kabupaten .Jepara Tahun 2015; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagatmana 
dima.ksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijal<an 
Pembinaan Dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupacen Jepara Tahun 2015: 

BUPATI JEPARJ\, 

DENG/\N RAllM/\T TUHAN YANG MAHA ES/\ 

Mcngingat 

Menimbang 

KEBIJAKAN PEMBCNAAN DAN PENGAWASAN DI LCNGKUNGAN 
PEMERINTAH DAERAH KABUPA'rEN JEPARA TAHUN 2015 

TENTANG 

TAHUN 2015 NOMOR :to 

PERATURAN BUPATIJEP/\RI\ 

BUPATIJEPARI\ 
PROVINS! JAWA TENGAH 



4. Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perirnbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lnclonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lernbaran 
Negara Repu bilk Indonesia Nornor 4438); 

5. Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 20 L4 tcntang 
Pemerinlahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
lnclonesia Tahun 201'1 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagairnana Lelah beberapa kali cliubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahu n 2015 tentang 
Perubahan Kcdua Atas Undang-Undang Nornor 23 
Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah [l.ernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tarnbahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerinlah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pernblnaan Dan Pcngawasan 
Penyclcnggaraan Pernerintahan Daerab (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tabun 2005 Nomor L65, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

7. Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 lentang 
Pelaporan l{euangan Dan Klnerja lnstansi Pemerintab 
[l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Rcpubllk 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pcmcrlntah Nomor 38 Tahun 2007 tcniang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah. 
Pernerintahan Daerah Provinsi Dan Pcmerintahan 
Dacrah Kabupaten/Kota (Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambaban Lcmbaran 
Negara Rapublik Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Perncrintah Nornor "'11 Tahun 2007 tentang 
Organlsasi Perangkal Daerah [Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474 lJ; 

10. Peraturan Pcrnenntah Nomor 60 Tahun 2008 teruang 
Sistern Pengcndallan Intern Pemerintah [Lembaran 
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia 
Nomor4890); 

11. Peraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 23 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas 
Penyelenggaraan Pemerintaban Daerah sebagaimana 
Lelah dlubah dengan Peraturan Mcnleri Dalam Negeri 
Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Alas 
Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 23 Tahu n 
2007 teruang Pedoman Tata cara Pcngawasan Atas 
Pcnyelenggaraan Pcrneri n t ah Daerah; rre:==:e::::==;;:::;:===:::::::::=:=.,· lr~fll tr, \!VDn jj 1(1:DAI A nl\r.1111 



!i 1<FPAI A ~KPtl II KEPAlA aAGIAI' !1 

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
J. Dae rah adalah Kabupaten .Jepara. 
2. Pemerinrahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyal Daerah menurul asas 
otonomi dan tugas pcrnbantuan dengan prlnsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sisrem prtnsip Negara Kesatuan Republlk Indonesia, sebagahnana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupau sebagal unsur penyelenggara 
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. I<ebijakan Pembinaan dan Pengawasan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 
adalab acuan, arahan dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan 
pembinaan dan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

5. Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
adaJah proses kegiatan yang dltujukan untuk menjamin agar Pemerintahan 
Daerah berjalan secara efektif dan efisicn sesuai dengan rencana dan 
kctentuan peraturan perundang-Undangan, 

Pasal 1 

PERATURAN BUPATJ TENTAN<.1 KEB!JAKAN PEMBlNAAN 
DAN PENGAWASAN or L.!NGKUNGAN PEMER[N1'AH 
DAERAl-1 KABUPATEN JEPARA TAHUN 2015 

Menetapkan 

12. Peraturan Menieri Dalam Negerl Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakal 
di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan 
Pcmerintah Daerah: 

13. Pera tu ran Men ten Dalam Negeri Nornor 78 Tahun 2014 
tentang Kcbijakan Pembinaan dan Pengawasan Di 
Lingkungan Kementerlan Dalam Negeri Dan 
Pemerintah Daerah Tahun 2015; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 9 Tahun 
2012 ten tang Organisasi clan Tata Kcrja Inspektoral 
Kabupaten Jepara ( Lernbaran Daerah Kabupaten 
Jcpara Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Jcpara Nomor 8 ); 

15. Peraturan Daerah xaoupaten Jepara Nomor 11 Tahun 
2012 tentang Rencana Pcmbangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 • 2017 ( 
Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 
Nomor I I, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaien 
Jepara Nomor 9 ): 

16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 36 Tahun 2012 tcntang 
Penjabaran Tugas dan Fungsl Inspektorat Kabupaten 
Jepara [Berita Daerah Kabupaten .Jepara Tahun 2012 
Nomor697): 

MEMUTUSKAN: 

. ., 



(ll Kepala Saluan Kcrja Perangkat Daerah menyampaika.n kepacla Majelis 
Tuntutan GanU Rugi untuk rnelakukan penyelesaian dalam hal undak 
lanjut basil pengawasan terkait indikasi kerugfan keuangan Negara/ Dacrah 
tidak diselesaikan paling lama 60 (enam puluh) hari. r,:.===;::;;:=='::;:::=:~;;-- h UCfl~t n CW'Gn ii k'"A'olAI A RA(';1,•,1 

Pasal 7 

[1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Dacrah wajib melaksanakan rindak lanjut 
hasil pengawasan, 

(21 Tindak lanjut basil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I J paling 
lam bat 60 (cnam puluh) bari kalender setelah tanggal diterlmanya laporan 
hasil pengawasan. 

(3) WaJdl Bupati bcrtanggungjawab atas pelaksanaan tinclak lanjut hasll 
pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkar Daerab. 

PasaJ 6 

Uralan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di L,ingkungan Pemerintab 
Daerah Tahun 2015 sebagaimana dlmaksud dalam PasaJ 3, scbagaimana 
tcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian ildak terplsahkan dari 
Pcraiuran Bupati ini. 

PasaJ 5 

Inspektorat Dacrah melakukan pembinaan dao pengawasan ierhadap: 
a. peningkatan kinerja Saluan KeIJa Perangkat Daerah/Unit Kc.rja Ilngkup 

Pemerintah Daerah; 
b. pc.laksanaan urusan pemerintahan di Daerah ; dan 
c. percepatan menuju good gouenumce, clean government, dan pclayanan 

publik pada Pemerintahan Dacrah dan kegiatan penunjang pembinaan dan 
pengawasan lalnnya. 

Pasal4 

Kebijakan sebagaunana dirnaksud dalam PasaJ 2 rnerupakan uraian kegiatan 
yang menjadi arahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang clllakukao oleh lnspektorat 
Daerah. 

PasaJ 3 

Tujuan Kcbijakan Pembmaan dan Pengawasan cU Lingkungan Pemerintahan 
Daerah Tahun 2015 ada.lah: 
a. munsinergikan pcngawasan yang dila.ku kan oleh lnspektorat Provinsi dan 

lnspcktorat Daerah: 
b. rneningkatkan penjaminan mutu aias penyelenggaraan Pcrnerintahan 

Dacrah dan kepercayaan ma.syarakat aras pengawasan APLP. 

PasaJ 2 

6. Apa.rat Pcngawasan Intern Pernerintah yang selanjutnya disingkat APlP 
adalab aparai yang mclaksanaka.n pengawasan atas penyelcmggaraan 
pcmerintahan daerah sesual fungsi dan .kewenangannya yang melipuci 
Inspekrorai Jenderal Departemen, Unil Pengawasan Lembaga Perncrimah 
Non Kemcnterian, lnspektorat Provinsi, dan lnspekiorat Kabupaten/Kota. 



• BUPATEN JEPARA 'l'AHUN 2015 NOMOR z o 

SEKRETARIS DAERAH KABUPA'l'EN JEPARA 

Diundangkan di Jepa.ra 
pada ianggal 1 "Jul.. :i.01'i 

Ditetapkan di .Jepara 
pacla tanggal 1 :lull :z.01, 

PENEUTIAN PRODUK HUKUM 
JABATAN PARI\F 

SektelOTIE • 1h " As,stecr I jl_ 

K1,i;sl: r * 1, " -- ' Kas_!· :•; 
Kopala SKPD Pe~gusul /l, 

Bfl<GIAN HUKUM I 

Peraturan Bupati Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang rnengctahuinya, memerint.ahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaccn .Jcpara. 

Pasal 9 

11 Waldl Bupau mcmcrintahkan kepada Majells Tunturan Ganti Rugi untuk 
melakukan penyc.lcsaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan ierkah 
indikasi kerugian keuangan Negara/Daerah tidak disclesaikan dalam waktu 
60 [enam puluh] hari kalender. 

2) DaJam hal tindak lanJut basil pengawasan tldak tcrkait indikasi kerugian 
keuangan negara tidak dlselesaikan dalam waktu 60 (enam pu.luh) bari 
kalender, wakil Bupatl mernberikan pcnilaian terhadap Kcpala Satuan 
Kerja Perangkal Dacrah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan 
pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 

3) Dalam ha! tlndak lanjut basil pemeriksaan dengan tujuan tcrtcmu terkait 
Kepala Daerah penyelesaiannya dilaksanakan sesual dcngan keteniuan 
peraturan Perundang-undangan. 

Pasal 8 

(21 Dalam hal undak lanjut hasil pcngawasan tidak terkail indikasi kcrugian 
kcuangan Negara/Daerah tidak diselesaikan daJarn waktu 60 (enam puluh) 
hari kalcnder, lnspektorat Daerah melaporkan kepada Wakll Bupati sebagai 
baban pertlrnbangan dalam pengambllan keputusan. 



KEPALA SKPO KEP/\lA OAGIAII 
PENGUSUL HU I'll 

U. RUANO LlNGKUP PEMBINMN DAN PENGAWASAN INSPEh."fORAT 
KABUPATEN JEPARA 
A. Pengawasan Internal di lingkup Pemerintah Daerah, meliputl: 

1. Pemerlksaan aspek pengelolaan tugas dan Iungsl, kepegawaian, 
kcuangan dan asset pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah/unit 
kerja; 

2. Reviu Laporan Keuangan Pernerintah Daerah; 
3. Pernantauan pelaksanaan Peraru ran Presiden Nomor 55 Tahun 

2012 ten tang Stralegl Nasional Pencegahan dan Pcmberaruasan 
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 - 2015; 

-l. Asistensi penerapan Sistem Pengcndalian lmernal Pemeriruah 
(SPIP) di Saluan Kelja Perangkat Daerall/Unit Kerja; 

5. Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintab (Llfj!P) Satuan Kcrja 
Pcrangkat Dacrah/UniL Kerja; 

6. Pcnanganan Pengaduan masyarakat; 
7. Pemerlksa.an bersama (Joint Audit) dengan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan terhadap Program Penanganan 
Kemisk1nan (PNPM-MP); 

8. Pendampingan, asistensi dan fasilitasi; 
9. Pernantauan tlndak lanjut hasil pengawasan; 
10. Pemeriksaan anggaran pendldikan berupa pemeriksaan pengelolaan 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS); 
11. Reviu Rencana Kcrja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah: 
12. Evaluasi Sistem Pcngendalian Internal satuan Kerja Perangkai 

Daerah/Unit Kerja; 
l3. Pengaduan masyarakai dan perneriksan dengan tujuan iertentu: 
14. Pembiaaan dan pengawasan terpadu dengan lnspektorat 

Kementerian/Provinsi/t..embaga Pcmerinrah Non Kementerian atau 
BPKP; 

15. Pengarusutamaan Gender. 

I. ARAH KEBlJAKAN PENGAWASAN 
Dalam rangka menindaklanjuti Peraruran Menteri Dalam Ncgeri 

Nomor 78 Tahun 2014 tcruang Kebijakan Pengawasan l\tas 
Pcnyclenggaraan Pernerintahan. Dacrah Tahun 20 l5, terdapai penekanan 
arah kebijakan pengawasan yang meliputi antara Lain : 
l . Pengawasan Internal di llngkup Pemerintah Daerah; 
2. Pcngawasan Urusan Pcmcrintahan Desa; 
3. Kegiatan pcmbinaan dan pengawasan dalarn rangka percepatan 

rnenuju good gouentance, clean qouermetu, dan pelayanan publlk pada 
Pemerintah Daerah; 

-1. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan. 

URAIAN KEGIATAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAJII 
DI LlNGKUNGAN PEMER1NTAH DAERAH TAHUN 2015 

PERATURAN BUPATIJEPARA 
: :LO Ta'nlM :l.Ot, 
: 7 'lu\.l 2..0 1; 

I..AMPIRAN 
NO MOR 
TANGGAL. 



Q'EPARA, 
-~~- 

~MAO MARZUQJ 

PENELITIAN PRODUK HUKUM 
Jf.l=<\TAN PA RAF 

Sokretan! - 11 
A.sl:;1~, I 
l<~p - fi' ' Ki6u( .. j ¥ II ..... 
l<epaia SKPO Pengusul '. 

B~GIAN HUKUM I 

Pengawasan oleb APTP di Kabupaten Jepara ditetapkan 
Program Kcrja Pengawasan Tahunan (PKPT) APIP di 

Sasaran dan jadwal 
oleh Bupati dalam 
Kabupaten Jepara. 

D. Kegiatan penunjang pembinaan dan pengawasan. 
1. Penyusunan peraturan perundang > undangan bidang pengawasan: 
2. Penyusunan pedoman / standar di bidang pengawasan; 
3. Koordinast Program Pengawasan; 
+. Tugas lain sesuai l<ebljakan Bupati antara lain mengenal hal - hal 

yang dianggap strategis di lingkup Daerah. 

C. Keglatan pembinaan dan pengawasan dalam rangka percepatan 
menuju good gouemance, clean go11em1e11t, clan pc\ayanan publlk pada 
Pemerintah Daerah: 
l. Mengawa1 Refonnasi Birokrasi mclalui kcgiatan : 

a. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasl Blrokrasi (PMPRB); 
b. Evaluasi periodik pelaksanaan Reformasi Birokrasi (setiap 
triwulan]; 

c. Pcmbangunan Zota lntegritas: 
d. Penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APlP). 

2. Pcmantauan pclaksana.an Perpres 55 Tahun 2012 tentang Strategi 
Nasional pencegahan dan pemberantasan Korupsl Jangka Panjang 
Tahun 2012-2025 serta peraturan perundang-undangan tindak 
!anjutoya; 

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal; 
4. Pemantauan tlndak lanjut hasil pengawasan; 
5. Evaluasi perkembangan kinerja periodlk (setlap rriwulan); 
6. Pengawasan atas pengelolaan anggaran pendidlkan ; 
7. E;valuasi perkembangao kinerja periodik. 

B. Pengawasan Urusan Pemcrintahan Desa : 
Pengawasan urusan pemeriruahan desa dilakukan terhadap 
pernerintahan desa dan pelaksanaan unsur pemerintahan di pernerintah 
desa, melipu r!: 
1. Pemeriksaan aspek pengetolaan tugas dan Iungsi, kcpegawaian, 

keuangan dan asset pada Pemerintah Desa; 
2. Pemeriksaan pelaksanaa.n tugas pernbantuan di Pemerintah 

Pusat/Propinsi/Kabupaten; 
3. Pcmeriksaan kbusus terkali dengan adanya pengaduan yang 

bersurnbcr dari masyaraka! maupun dari Instansl Pemerlntah. 

.. 


